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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) di Kabupaten Bangka Barat dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, dokumentasi dan observasi. BUMDes merupakan salah satu alat pemberdayaan ekonomi di 
level lokal desa yang tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat. Fakta yang ada, banyak desa 
belum siap untuk mendirikan, mengelola bahkan mengembangkan BUMDes. Hal tersebut dikarenakan 
lemahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia pengelola hingga belum optimalnya 
pendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat berjalan belum maksimal. Hal 
ini sesuai dengan temuan lapangan masih ada beberapa desa yang belum terbentuk BUMDes dan 
pembentukan beberapa BUMDes hanya sebatas pada angka kuantitatif saja serta belum menyesuaikan 
dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk itu, pengelola BUMDes perlu mempunyai 
pengetahuan dan literatur memadai dalam mengembangkan BUMDes sehingga pengelolaan dan 
pengembangannya menjadi lebih profesional dan handal. 
 
Kata Kunci: Undang-Undang Desa, Pengembangan Organisasi, BUMDes 
 
Abstract 
This research was aimed at investigating the development of Village Business Entities (BUMDes) in West 
Bangka Regency and the obstacles being faced. This research used qualitative research method. The 
technique of obtaining the data were through interview, documentation, and observation. BUMDes is one of 
economy empowerment tools in the level of village aiming to improve the exonomy of society. Based on the 
reality, many villages that were not ready yet to establish, manage, and develope BUMDes. It is because of 
the low awareness of society, limitation of human resources which then affected the unoptimalization of 
assistantships program by either local government or third party. The result of the research revealed that 
the development of BUMDes in West Bangka Regency had not run optimally yet. It was in line with the 
finding in the field that there were still some villages that had not had BUMDes yet and the forming of some 
BUMDes was limited to quantitative data only and it had not been based on the potentials owned by the 
villages. Therefore, the manager of BUMDes need to have knowledge and adequate literature in developing 
BUMDes, so the management and the development of it could be more professional and credible. 
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PENDAHULUAN 
Salah satu nawa cita Presiden adalah 
mengembangkan Indonesia dari daerah 
pinggiran dengan memperkuat daerah 
tersebut dan desa dalam bingkai negara 
kesatuan. Hal tersebut termuat dalam poin 
ketiga dari Nawacita (setkab.go.id, 2019). 
Konsep pembangunan desa di Indonesia 
dikenal dengan istilah pembangunan 
masyarakat desa. Konsep ini dibuat dalam 
rangka memperkuat pemerintahan desa agar 
mampu membantu melaksanakan program-
program pembangunan di level lokal desa 
yang tujuannya adalah untuk memberdayakan, 
memberi pelayanan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Konsep 
pembangunan desa sekarang sudah bergeser 
sebagaimana dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Desa diposisikan sebagai kekuatan besar 
dalam memberi kontribusi pembangunan 
terhadap Indonesia. Area desa sekarang sudah 
dijadikan sebagai tempat bagi orang desa 
untuk menyelenggarakan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan dan 
kemasyarakatan. Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) diharapkan bisa menjadi motor 
penggerak kegiatan ekonomi di desa yang 
berfungsi sebagai lembaga sosial dan 
komersial (Ihsan, 2018). 
Salah satu studi tematik dalam Undang-
Undang Desa adalah Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Pasal 87 Undang-Undang Desa 
menyebutkan, Desa bisa mendirikan BUMDes 
yang mana hasil usahanya dapat dimanfaatkan 
untuk pembangunan desa, pemberdayaan desa 
dan pemberian bantuan untuk masyarakat 
miskin di desa tersebut. Peraturan teknis yang 
mengatur terkait BUMDes adalah Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Pendirian, Pengurusan, 
Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Selain 
itu, BUMDes juga dijadikan sebagai basis 
pengembangan ekonomi masyarakat desa. 
Tujuannya adalah untuk peningkatan usaha 
masyarakat dalam tata kelola keunggulan 
ekonomi desa, peningkatan dan pertumbuhan 
ekonomi serta pemerataan perekonomian 
masyarakat desa, meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 
pelayanan umum.  
BUMDes merupakan instrumen 
pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai 
ragam jenis usaha yang sesuai dengan potensi 
yang dimiliki desanya (Adawiyah, 2018). Di 
daerah kepulauan, khususnya Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung, usaha 
pembangunan dan pengembangan BUMDes 
bertujuan untuk meningkatkan perekonomian 
lokal dan pendirian BUMDes disesuaikan 
dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. 
Misalnya pengembangan objek wisata desa, 
pengelolaan pasar desa, kegiatan simpan 
pinjam, dan pengembangan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM). Dalam perjalanannya, 
perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia 
tahun 2014-2018 belum semuanya memiliki 
BUMDes. Dari total 74.957 desa di Indonesia, 
sampai akhir 2018 ada sekitar 45.549 desa 
atau 61 persen saja yang telah mendirikan 
BUMDes. (Kemendesa, 2019).  
Untuk Kepulauan Bangka Belitung, 
berdasarkan data sekunder (Bangkapos, Juli 
2019) hingga tahun 2019, Sebanyak 39 dari 
309 desa di Bangka Belitung belum memiliki 
BUMDes. Rinciannya adalah 22 desa di Bangka 
Barat, 4 desa di Belitung Timur, 10 desa di 
Belitung dan 3 desa di Bangka Selatan. Artinya, 
Kabupaten Bangka Barat menjadi penyumbang 
yang desanya masih banyak belum memiliki 
BUMDes yaitu Desa Belo Laut, Desa Air 
Mendayung, Desa Kundi, Desa Berang, Desa 
Pangkal Beras, Desa Kacung, Desa Pusuk, Desa 
Tebing, Desa Dendang, Desa Tempilang, Desa 
Tanjung Niur, Desa Sangku, dan Desa Buyan 
Kelumbi. Untuk itu perlu didirikan BUMDes di 
13 desa di Kabupaten Bangka Barat. Pendirian 
tersebut perlu diinisiasi oleh Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Bangka Barat yang dituangkan dalam 
dokumen perencanaan tahunan dinas tersebut. 
Tujuan BUMDes ini didirikan pun tak lain 
untuk melanggengkan peningkatan 
perekonomian dari masyarakat desa 
(Lumintang, 2020). 
BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi 
masyarakat secara keseluruhan yang didirikan 
berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian 
BUMDesa (E. Y. Agunggunanto, 2016). BUMDes 
didirikan pula atas pertimbangan penyaluran 
inisiatif masyarakat desa, pengembangan 
potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan 
potensi desa, pembiayaan dan kekayaan 
pemerintah desa yang diserahkan untuk 
dikelola oleh BUMDes. 
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Prinsip-prinsip dalam mengelola 
BUMDes (Ridwan. Z, 2014), adalah (1) 
Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan 
komponen dalam pengelolaan BUMDes dan 
mampu saling bekerja sama dengan baik (2) 
Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut 
terlibat dalam pengelolaan BUMDes 
diharuskan memberikan dukungan serta 
kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta 
untuk meningkatkan usaha BUMDes (3) 
Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut 
serta dalam pengelolaan BUMDes 
diperlakukan seimbang tanpa membedakan 
golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, 
seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam 
pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh 
pada kepentingan umum harus terbuka dan 
segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh 
kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan 
kegiatan secara teknis maupun administratif 
harus dipertanggungjawabkan; dan (6) 
Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan 
melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes. 
Adapun tahapan pengembangan 
BUMDes adalah pengembangan dan penguatan 
kelembagaan, pengembangan kapasitas, 
penguatan pasar dan keberlanjutan. Untuk 
pengembangan kelembagaan, yang diperkuat 
adalah regulasi dan organisasi. Penguatan 
kapasitas dilakukan melalui pemberdayaan 
dan pelatihan. Fakta dilapangan menunjukkan 
bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam 
pengembangan BUMDes seperti rendahnya 
kesadaran masyarakat, terbatasnya 
kemampuan sumber daya manusia pengelola, 
sistem pengelolaan keuangan yang belum baik 
dan belum optimalnya pendampingan. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti memandang 
perlu untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Studi Tematik Undang-Undang Desa: 




Metode penelitian merupakan cara 
ilmiah yang digunakan untuk memperoleh 
data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012). 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 
Unsur-unsur pokok penelitian kualitatif 
meliputi: (1) Penelitan yang menekankan 
kealamiahan data, (2) Peneliti sendiri 
bertindak sebagai instrumen kunci dalam 
mendapatkan data, (3) di lapangan 
memerlukan interaksi secara intensif dan 
waktu yang lama, (4) datanya berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku 
yang dapat diamati (6) hasil penelitiannya 
lebih menekankan kepada makna (Djamal, 
2015). Bogdan dan Taylor dalam (Moelong, 
2017) mendefinisikan metodologi kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang 
yang dapat diamati. Lokasi penelitian adalah 
Kabupaten Bangka Barat. Fokus dalam 
penelitian ini yakni pengembangan BUMDes di 
Kabupaten Bangka Barat dan faktor 
kendalanya. Jenis sumber data yang digunakan 
peneliti yaitu data primer dan data sekunder. 
Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Bangka Barat, Tenaga Ahli 
Pendamping Desa, beberapa Ketua BUMDes 
dan Kepala Desa di Kabupaten Bangka Barat 
serta Akademisi Ekonomi UBB. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan peneliti 
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Metode analisa data yang digunakan peneliti 
yaitu pengorganisasian dan persiapan data, 
membaca seluruh data, coding, menentukan 
deskripsi, interrelasi, dan interpretasi makna. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengembangan BUMDes Di Bangka 
Barat 
Pengembangan organisasi yang 
selanjutnya disebut PO didefinisikan beragam 
oleh praktisi dan ahli teori, salah satunya 
dikarenakan kompleksitasnya. Pada dasarnya, 
pengembangan organisasi adalah upaya 
terencana yang dilakukan di tingkat organisasi 
untuk meningkatkan efektivitas dan/atau 
memungkinkan organisasi untuk mencapai 
sasaran strategisnya (Mackenzie, 2016). 
Kreitner dan Kinicki dalam (Wibowo, 
2016) mengemukakan bahwa faktor 
pendorong atau kekuatan-kekuatan untuk 
melakukan pengembangan organisasi terdiri 
dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal berasal dari dalam 
organisasi. Kekuatan-kekuatan internal untuk 
melakukan pengembangan dapat berasal dari 
masalah sumber daya manusia dan perilaku 
atau keputusan manajerial. Sedangkan faktor 
eksternal berasal dari luar organisasi. 
Pengembangan Organisasi meliputi 
tindakan-tindakan yang melibatkan 
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penggunaan penelitian ilmu perilaku pada 
perubahan organisasi. Pengembangan 
organisasi perlu ditopang dengan berbagai 
teori, proses, dan aktivitas, yang semua itu 
ditujukan pada sasaran untuk memperbaiki 
kondisi masing-masing organisasi. Menurut 
(Rivai dan Mulyadi, 2011), ada beberapa 
pengertian mengenai pengembangan 
organisasi, yaitu:  
1. Pengembangan Organisasi merupakan 
suatu proses yang meliputi serangkaian 
perencanaan perubahan yang sistematis 
yang dilakukan secara terus-menerus oleh 
suatu organisasi. 
2. Pengembangan Organisasi merupakan 
suatu pendekatan situasional untuk 
meningkatkan efektivitas organisasi.  
3. Pengembangan Organisasi lebih 
menekankan pada sistem sebagai sasaran 
perubahan. 
4. Pengembangan Organisasi meliputi 
perubahan yang sengaja direncanakan. 
Pada dasarnya pengembangan organisasi 
penting untuk dilakukan karena mengarah 
pada peningkatan efektivitas organisasi 
dengan tujuan mengupayakan perbaikan 
kemampuan organisasi dalam menyesuaikan 
diri terhadap perubahan lingkungan serta 
perubahan perilaku anggota organisasi 
(Robbins, 2010). Organisasi yang efektif akan 
melakukan perubahan yang terencana untuk 
keseluruhan perangkat maupun sistem, 
struktur, budaya, dinamika kelompok, kualitas 
SDM, strategi bisnis, dan lain sebagainya. 
Sedangkan, Kaufman dalam (Larasati, 
2018) mengemukakan bahwa faktor 
penghambat untuk mengadakan 
pengembangan di dalam organisasi 
dikategorikan menjadi tiga yaitu : 
a. Hasrat untuk mempertahankan kestabilan 
hidup bersama (acknowledged collective 
benefits of stability). 
b. Pertimbangan atas lawan-lawan yang 
mungkin dihadapi pada saat mengadakan 




























Gambar.1 Hasil Usaha BUMDEs 
Sumber : Data diolah peneliti 
 
Berdasar gambar. 1 diatas dan sesuai 
dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, hasil usaha BUMDes 
dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan 
pembangunan desa, pemberdayaan 
masyarakat, dan pemberian bantuan untuk 
masyarakat miskin melalui hibah, bantuan 
sosial dan kegiatan dana bergulir yang telah 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 


























































Gambar.2. Peran Serta Aktor Dalam Perkembangan 
BUMDEs 
Sumber : Data diolah Peneliti 
 
Berdasarkan gambar. 2 dan sesuai 
dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa, perlu peran serta 
Pemerintah baik Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten 
dan Pemerintah Desa memililki peran yang 
sangat besar dalam mendorong perkembangan 
BUMDes melalui pemberian hibah dan/atau 
akses permodalan serta melakukan 
pendampingan teknis dan akses ke pasar serta 
memprioritaskan BUMDes dalam 
pengelolaan sumber daya alam di Desa. 
Pengembangan organisasi dalam hal 
ini adalah pengembangan BUMDes di 
Kabupaten Bangka Barat. 
 
Gambar 3. Progres Jumlah BUMdes di Kabupaten 
Bangka Barat tahun 2019 
Sumber Gambar Dinas Sosial PMD Kabupaten  
Bangka Barat 
 
Berdasarkan gambar 3. tersebut diatas, 
terlihat peningkatan jumlah BUMDes yang ada 
di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2014 
sampai 2019, dimana pada tahun 2014 hanya 
terdapat 4 BUMDes yang ada di Kabupaten 
Bangka Barat dan meningkat menjadi 15 
BUMDes pada tahun 2015, 24 BUMDes pada 
tahun 2016, 33 BUMDes pada tahun 2017, 46 
BUMDes pada tahun 2018 dan 47 BUMDes 
pada tahun 2019.  
Data yang dirilis oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Bangka Barat diupdate pada akhir Agustus 
2019. Hal ini diperkuat dengan hasil 
wawancara bersama Kepala Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Bangka Barat. Menurut Bapak Suradi, selaku 
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Barat, 
progress atau kemajuan jumlah BUMDes di 
Kabupaten Bangka Barat meningkat setiap 
tahun. 
 Hingga saat ini, masih ada 13 desa yang 
belum memiliki BUMDes dan ini terus dikejar 
untuk pendiriannya yang menyesuaikan 
dengan potensi dan tipologi desa yang ada. 
Pendirian BUMDes yang di lakukan tentunya 
menyesuaikan dengan tujuan BUMDes itu 
sendiri, yakni meningkatkan usaha masyarakat 
dalam mengelola potensi ekonomi desa, 
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi desa, meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa, menciptakan peluang dan 
jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 
layanan umum warga desa serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
melalui perbaikan pelayanan umum. Adapun 

















dan akses ke pasar 
c. Memprioritaskan 
BUMDesa dalam 
pengelolaan SDA di 
Desa 
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Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada 
tabel 1. berikut: 
Tabel 1. Jenis Unit Usaha BUMDes di Kabupaten 















Desa Air Nyatoh  
Desa Simpang Tiga  
Desa Sinar Manik  
Penggalia
n Padi 
Desa Simpang Tiga  
Persampa
han 






Desa Benteng Kota  
Desa Sinar Sari  
Desa Penyampak Dan 
panggung 
Desa Kayu Arang  
Desa Air Limau  
Desa Simpang Tiga  
Desa Pelangas  
Desa Kapit  
Desa Teluk Limau  
Desa Bukit Terak  
 Desa Jebus  
Desa Ranggi Asam  
Desa Peradong  




Foto Copy Desa Air Putih  
Desa Jebus  
Desa Puput  
Pariwisata Desa Air Lintang  
LPG Desa Simpang Tiga  
 Desa Limbung  
 Desa Ibul  
 Desa Peradong  
 Desa Air Limau  
 Desa Sinar Manik  
 Desa Ketap  
 Desa Ranggi Asam  
 Desa Puput  
Perkebun
an 
Desa Sinar Sari Karet dan 
Sawit 
Desa Simpang Yul Sawit 
Desa Rukam Sawit 
Desa Air Limau Karet dan 
Ubi 
Desa Simpang Tiga Sawit 




 Desa Bukit Terak Nanas  
Sarprodi Desa Semulut  
 Desa Ibul Pupuk non 
subsidi 
 Desa Ketap Pupuk non 
subsidi 
Pom Mini Desa Pangek  
 Desa Simpang Tiga  
 Desa Pelangas  
 Desa Sekar Biru  
 Desa Bakit  
Tambak Desa Kapit  
Rumah 
Makan 
Desa Bakit  
 Desa Sekar Biru  
Rumah 
Makan 






Desa Benteng Kota  
 Desa Sungai Buluh  
 Desa Tumbak 
Petar 
 
 Desa Ketap  
 Desa Air Kuang  
Brokering Desa Rukam Sawit 
 Desa Sungai Buluh Sawit 
 Desa Peradong  
 Desa Tumbak 
Petar 
Sawit 
 Desa Air Kuang Suplier 
Kedelai 












Sumber: Dinas Sosial PMD Kabupaten Bangka Barat 
2019 (Data diolah Peneliti, 2020) 
 
Berdasarkan tabel 1. tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa terdapat 20 jenis 
usaha BUMDes dari 33 BUMDes yang ada di 
Kabupaten Bangka Barat.  
Peningkatan jumlah BUMDes di 
Kabupaten Bangka Barat  tentu saja tidak 
terlepas dari peran serta pemerintah 
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Kabupaten Bangka Barat dalam upaya 
pengembangan BUMDes tersebut. Salah satu 
bentuk dukungan yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan 
adanya monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dukungan 
dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 
berupa dukungan pendanaan penyertaan 
modal dari APBD Kabupaten yang masuk ke 
dana desa. 
Monitoring dan evaluasi merupakan 
kegiatan yang berkesinambungan untuk 
mengamati, memotret dan menilai 
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Kegiatan ini bertujuan untuk 
melakukan koreksi sehingga terjadinya 
perbaikan secara cepat dan hasil evaluasi 
tersebut bisa dijadikan pertimbangan untuk 
pengambilan kebijakan serta menyusun 
strategi oleh Pemerintah Desa maupun 
pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam 
melakukan pembinaan BUMDes. Selain turun 
langsung ke lapangan untuk melihat kondisi 
eksisting pengelolaan BUMDes, Pemerintah 
Kabupaten Bangka Barat juga melakukan 
Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi 
terarah untuk mempertajam analisis masalah 
BUMDes sebagai bahan perumusan 
pendampingan yang melibatkan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang relevan dan 
terkait, aparatur kecamatan, dan pengurus 
BUMDes untuk membahas secara 
komprehensif pengelolaan BUMDes. Adapun 
hasil monitoring yang dilakukan dapat dilihat 
pada tabel 2. berikut: 





BUMDes Sehat 24,2 % Desa Sinar Sari 
  Desa Telak 
  Desa Simpang 
Tiga 
  Desa Pelangas 
  Desa Air 
Nyantoh 
  Desa Tumbak 
Petar 
  Desa Bakit 
  Desa Sekar Biru 
BUMDes Rawan 36,3% Desa Ibul 
  Desa Air Limau 
  Desa Mancung 




  Desa Kapit 
  Desa Teluk 
Limau 
  Desa Air Putih 
  Desa Peradong 
  Desa Ketap 
  Desa Air Kuang 
  Desa Ranggi 
Asam 
  Desa Puput 
BUMDes Tidak 
Sehat 
33,3 % Desa Simpang 
Kota 
  Desa Simpang 
Yul 
  Desa 
Penyampak 
  Desa Kayu 
Arang 
  Desa Semulut 
  Desa Rukam 
  Desa Limbung 
  Desa Sungai 
Buluh 
  Desa Pangek 
  Desa Bukit 
Terak 




6 % Desa Simpang 
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Kabupaten Bangka Barat 
 
Dari hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Bangka Barat terhadap BUMDes di Kabupaten 
Bangka Barat, maka BUMDes yang ada t dapat 
dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu: 
BUMDes sehat diartikan dimana 
pendapatan lebih besar dari pengeluaran 
dengan manajemen usaha yang lancar dan 
dilihat dari aset atau kekayaan yang dimiliki. 
Dari 33 BUMDes di Kabupaten Bangka Barat 
terdapat 8 BUMDes yang dikategorikan sehat. 
BUMDes rawan diartikan besaran 
pendapatan lebih besar  atau sama dengan 
pengeluaran dengan manajemen usaha yang 
kurang lancar dan aset atau kekayaan yang 
dimiliki. Dari 33 BUMDes di Kabupaten Bangka 
Barat terdapat 12 BUMDes yang dikategorikan 
rawan. 
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BUMDes tidak sehat diartikan dimana 
pendapatan lebih kecil dari pengeluaran 
sehingga berakibat pada perubahan modal ke 
arah menurun dan belum diamankan aset dan 
kekayaan yang dimiliki. Dari 33 BUMDes di 
Kabupaten Bangka Barat terdapat 11 BUMDes 
yang dikategorikan tidak sahat.  
BUMDes persiapan diartikan BUMDes 
yang masih dalam tahap perencanaan atau 
akan menjalankan unit usaha. Dari 33 BUMDes 
di Kabupaten Bangka Barat terdapat 2 
BUMDes yang dikategorikan persiapan. 
Faktor Kendala Pengembangan BUMDes di 
Kabupaten Bangka Barat 
Berdasarkan pada penjelasan 
sebelumnya, permasalahan pengelolaan 
BUMDes di Kabupaten Bangka Barat di bagi 
kedalam tiga klasterisasi, yakni inisiasi 
pendirian BUMDes, pengorganisasian dan 
pengelolaan BUMDes dan pengembangan 
BUMDes. Adapun faktor kendala 
pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka 
Barat dapat dilihat dari faktor internal dan 
faktor eksternal.  
Berdasarkan temuan penelitian di 
lapangan, faktor kendala pengembangan 
BUMDes jika dilihat dari faktor internal, yakni, 
terbatasnya kemampuan sumber daya 
manusia pengelola dan sistem pengelolaan 
keuangan yang belum baik. Disamping itu, 
beberapa desa masih belum mempunyai 
pengetahuan dan literatur yang cukup dalam 
mengembangkan usaha BUMDes yang sudah 
ada yang kemudian menyebabkan kurang 
jelinya dalam melihat peluang pasar yang 
sangat variatif. Sementara, kendala 
pengembangan BUMDes jika dilihat dari faktor 
eksternal adalah rendahnya kesadaran 
masyarakat dan minimnya pendampingan, 
yakni bimbingan teknis terkait pengembangan 
usaha BUMDes yang modern dan kreatif 
menembus pasar yang lebih luas dinilai masih 
kurang, terutama dengan BUMDes yang masuk 
kategorisasi sehat berdasarkan pemetaan yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial dan 




BUMDes sebagai penggerak lokomotif 
ekonomi di level lokal desa perlu mendapat 
perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangka 
Barat melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam pengembangan 
BUMDes sehingga peran BUMDes sebagai 
pusat dinamika pengembangan kelembagaan 
ekonomi desa dapat terlaksana sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Temuan lapangan peneliti menunjukkan 
bahwa masih ada beberapa desa yang belum 
terbentuk BUMDes dan pembentukannya 
sebagian hanya sebatas pada angka kuantitatif 
saja. Disamping itu, BUMDes di Kabupaten 
Bangka Barat belum menyesuaikan dengan 
potensi-potensi  yang ada dan dimiliki oleh 
desa tersebut.   
Profesionalitas pengelolaan BUMDes 
perlu dilakukan, yakni dengan pendampingan 
dan bimbingan teknis, memperkaya 
pengetahuan dan literatur tentang 
pengembangan BUMDes, baik melalui studi 
banding ke BUMDes yang sudah berkembang 
atau star up desa yang mempunyai daya 
inovasi tinggi yang mampu membangun 
branding desa, dan desa yang ada di 
Kabupaten Bangka Barat perlu bekerja sama 
dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung untuk 
mendiskusikan ide-ide baru terkait 
pengembangan BUMDes yang arahnya ke 
industri kreatif dan pasar digital dalam 




Penelitian ini diharapkan dapat 
melahirkan gagasan, pemikiran dan 
rekomendasi untuk mengembangkan 
BUMDes di Kabupaten Bangka Barat 
sebagai lokomotif ekonomi lokal desa 
dengan menggali potensi yang ada dan 
berorientasi kepada peningkatan 
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